
BUPATI TAPIN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 05 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN 

NOMOR 012 TAHUN 2004 
TENTANG 

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PENERBITAN 
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN  

AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang  : a. bahwa sehubungan dengan telah dibatalkannya 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 012 

Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan 
Selatan Nomor 188.44/0314/KUM/2016 tentang 
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin 
Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Bahan Galian Golongan C, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 012 
Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu 
Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 012 Tahun 2004 
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan 
Penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

 
Mengingat  :   1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 

 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5475); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587), sebagaimana telah  diubah  beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor   4736),  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5373); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN 
 

dan 

 
BUPATI TAPIN 

 
 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 
012 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI 

PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN PENERBITAN 
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK 
DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

 
 
 

Pasal  1 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 012 Tahun 2004 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Penerbitan Kartu Keluarga, 
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tapin Tahun 2004 Nomor 23 Seri C Nomor Seri 05), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Tapin. 
 
 
 

Ditetapkan di Rantau 
     pada tanggal 04 Januari 201722 

                                           
         BUPATI TAPIN, 

  
 

                                                ttd 

                                      
                                        M. ARIFIN ARPAN 

 
Diundangkan di Rantau 
pada tanggal 04 Januari 201722 April 2015 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN, 

 
     

     ttd 
 

RAHMADI 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2017 NOMOR 05 03 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (230/2016)  


